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ABSTRAK 
Pandemic Covid-19 sangat berdampak bagi masyarakat desa, dan untuk meringankan 
dampak dari hal itu diperlukan kinerja pemerintah dalam mencarikan solusi untuk 
mengatasinya. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemerintah desa Taraitak Kecamatan 
Langowan Kabupaten Minahasa dalam mengurangi dan mengatasi dampak dari pandemic 
Covid-19 yang terjadi di Desa Taraitak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 
kualitatif (Juliansyah Noor, 2012). Kajian dilakukan dengan menggunakan konsep yang 
dikemukakan oleh Mangkunegara (2012) tentang penilaian kinerja. Kinerja pemerintah desa 
akan dilihat dari tiga indokator kinerja yaitu kualitas, kuantitas, dan tanggung jawab. Temuan 
penelitian menggambarkan bahwa kinerja pemerintah desa Taraitak Kecamatan Langowan 
Kabupaten Minahasa melalui indikator Kuantitas terlihat masih belum maksimal. Sedangkan 
dari indicator kualitas pelayanan pada masa Pandemi Covid 19 masih belum maksimal dengan 
adanya kendala dengan pertemuan atau rapat antara perangkat desa dan masyarakat. Selain itu 
pemerintah desa juga memiliki hambatan dari segi sarana dan prasarana serta kemampuan 
sumber daya dalam mendukung kurangnya penularan Covid 19. 
 




The Covid-19 pandemic has greatly impacted rural communities, and to mitigate the 
impact of this, the government's performance is needed in finding solutions to overcome them. This 
study will examine how the Taraitak village government, Langowan District, Minahasa Regency in 
reducing and overcoming the impact of the Covid-19 pandemic that occurred in Taraitak Village. 
The research was conducted using qualitative methods (Juliansyah Noor, 2012). The study was 
conducted using the concept proposed by Mangkunegara (2012) regarding performance appraisal. 
The performance of the village government will be seen from three performance indicators, namely 
quality, quantity, and responsibility. The research findings illustrate that the performance of the 
Taraitak village government, Langowan District, Minahasa Regency through the Quantity 
indicator is still not optimal. Meanwhile, the indicators of service quality during the Covid-19 
Pandemic were still not optimal due to problems with meetings or meetings between village 
officials and the community. In addition, the village government also has obstacles in terms of 
facilities and infrastructure as well as the ability of resources to support the lack of transmission of 
Covid 19. 
 





Kinerja pemerintah saat ini sering menjadi sorotan publik. Masyarakat yang menerima 
pelayanan dari instansi pemerintah mulai mempertanyakan kinerja pemerintah dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik. Pemerintah dituntut untuk memberikan 
pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan meningkatkan kinerja, seiring dengan 
bertambahnya anggaran yang dikelola pemerintah setiap tahunnya. 
 Saat ini pemerintah berupaya menerapkan tata laksana pemerintahan yang baik (Good 
Governance) dengan tujuan agar penataan pemerintahan lebih baik sehingga masyarakat bisa 
merasakan pelayanan yang lebih baik pula. Sejak digulirkannya tuntutan reformasi disegala 
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bidang pada tahun 1998, penerapan Good Governance mulai menjadi tuntutan masyarakat 
Indonesia. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan tuntutan otonomi daerah 
yang lebih terdesentralisasi merupakan tuntutan reformasi pada masa itu.  
Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 
6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem 
penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah 
kabupaten. Aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahanan desa adalah kedudukan 
kepala desa sebagai pemimpin dan dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, 
kewajiban dan fungsinya. 
Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa 
yang dalam menjalankan tugasnya terdapat pembatasan. Perangkat desa terdiri dari sekretaris 
desa dan perangkat desa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya 
masing-masing desa. Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat, 
membina perekonomian, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 
Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai pengayom, pembina, 
pelayan, dan penggerak partisipasi masyarakat. Masyarakat desa baik secara kelompok maupun 
individu memerlukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, 
seperti pelayanan dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, warisan, kelahiran, 
perijinan, dsb. 
Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan pada asas; kepastian hukum, 
tertib penyelenggaran pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, 
profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan 
partisipatif (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 24). Masyarakat setiap waktu selalu menutut pelayanan 
yang berkualitas dari pemerintah, meskipun keinginan tersebut sering tidak sesuai dengan 
harapan. Pelayanan yang diberikan secara umum masih berbelit-belit dengan berbagai alasan, 
lambannya kinerja aparatur dalam mengurus keperluan administrasi, kemudian melelahkan 
sehingga cenderung tidak efektif dan efisien. 
Dalam masa pandemi covid 19 situasi desa sangat memprihatinkan karena pada masa 
pandemic masyarakat jarang keluar rumah dan hanya bergantung pada bantuan-bantuan yang 
diberikan oleh pemerintah. Berbeda dengan pasca pandemic atau situasi sekarang yang sudah 
mulai membaik karena masyarakat sudah kembali bisa bekerja baik bertani maupun kerja dari 
masing-masing masyarakat. Hal ini sangat membantu masyarakat dan tidak tergantung lagi 
terhadap bantuan pemerintah meskipun sangat membantu. 
Adapun beberapa hal yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 di 
tahun 2020 di Desa Taraitak Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa, dan menarik untuk 
dikaji, diantaranya:  
1. Bagaimana mengenai pengelolaan arus data informasi seluruh warganya mencakup 
ekonomi warga untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah yang 
terjadi di tahun 2020. 
2. Bagaimana kemampuan mengelola kendali informasi terkait covid 19, jangan sampai 
masyarakat cemas dalam menghadapi wabah covid-19. 
3. Bagaimana Perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi 
warga tentang bagaimana tentang dampak sosial dari kondisi darurat covid 19 terhadap 
kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Contohnya menunda kegiatan keagamaan karena 
berhubungan dengan mengumpulkan banyak orang. 
4. Bagaimana pemerintah desa dalam membuat pranata sosial baru tentang adaptasi 




A. Kinerja  
1. Pengertian Kinerja 
Suatu organisasi atau Pegawai jika ingin maju atau berkembang maka dituntut untuk 
memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang kinerjanya 
dapat memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan oleh Pegawai. Untuk memperoleh pegawai 
yang memiliki kinerja baik maka diperlukan penerapan kinerja. Ukuran kinerja dapat dilihat 
dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh organisasi 
atau Pegawai bentuknya dapat bersifat tangible (dapat ditetapkan alat ukurnya atau 
standarnya) atau intangible (tak dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung 
pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu. Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam 
suatu Pegawai ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi yang baik itu yang berasal dari 
dalam diri pegawai ataupun yang berasal dari luar individu pegawai. 
Menurut Mangkunegara (2012) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
Mangkuprawira dan Hubeis dalam bukunya Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia 
(2007:153) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara 
terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan. 
Mangkuprawira dan Hubeis (2007:160) menyebutkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi 
oleh faktor intrinsik dan ektrinsik pegawai. Faktor – faktor intrinsik yang mempengaruhi kinerja 
pegawai terdiri dari pendidikan, pengalaman, motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi dan 
spiritual. Sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari 
lingkungan fisik dan non fisik, kepemimpinan, komunikasi vertical dan horizontal, kompensasi, 
kontrol berupa penyeliaan, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, system hukuman 
dan sebagainya. 
Lebih lanjut Mangkuprawira dan Hubeis (2007:155) menguraikan faktor-faktor tersebut 
sebagai berikut :  
a. Faktor Personal, faktor personal pegawai meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, 
kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap 
individu,  
b. Faktor Kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan dan team leader dalam 
memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja kepada karyawan,  
c. Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam 
satu team, kepercayaan terhadap sesama anggota team, kekompakan, dan keeratan 
anggota team,  
d. Faktor Sistem, meliputi system kerja, fasilitas kerja dan infrakstruktur yang diberikan 
oleh organisasi, kompensasi dan proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi,  
e. Faktor Kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. 
Definisi lain datang dari Murpy dan Cleveland (dalam Pasolong, 2012:175) mengatakan 
bahwa, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Hal ini 
berarti bahwa kinerja pegawai dalam sebuah organisasi ditentukan oleh sikap dan perilaku 
pegawai terhadap pekerjaannya dan orientasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaanya 
tersebut.  
Menurut Simanjuntak (2005:221), definisi kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas 
pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat 
digolongkan pada tiga kelompok, yaitu kompetensi individu orang yang bersangkutan, 
dukungan organisasi, dan dukungan manajemen.  
Dari definisi-definisi tersebut kinerja merupakan suatu hasil dari tindakan seorang 
pekerja sesuai dengan pekerjaannya dan diawasi oleh orang-orang tertentu yaitu seorang atasan 
atau pimpinan dan dukungan dari organisasi. 
 
2. Faktor-Faktor Kinerja  
Tercapainya suatu kinerja seseorang atau pekerja karena adanya upaya dan tindakan 
yang dihasilkan. Upaya tersebut yaitu berupa hasil kerja (kinerja) yang dicapai oleh pekerja. 
Kinerja dapat dihasilkan dari pendidikan, pengalaman kerja dan profesionalisme. Pendidikan 
adalah modal dasar dan utama seorang pekerja dalam mencari kerja dan bekerja. Pengalaman 
dalam bekerja berkaitan dengan masa kerja karyawan, semakin lama seseorang bekerja pada 
suatu bidang pekerjaan maka semakin berpengalaman orang tersebut, dan apabila seseorang 
telah mempunyai pengalaman kinerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu, maka ia 
mempunyai kecakapan atas bidang pekerjaan yang ia lakukan. Profesionalisme adalah gabungan 
dari pendidikan dan pengalaman kerja yang diperoleh oleh seorang pekerja.  
Ada beberapa hal untuk membangun mentalitas profesional menurut Jansen H. Sinamo 
(2011:289), salah satunya adalah mentalitas mutu yaitu seorang professional menampilkan 
kinerja terbaik yang mungkin, mengusahakan dirinya selalu berada di ujung terbaik (cutting 
edge) bidang keahliannya, standar kerjanya yang tinggi yang diorientasikan pada ideal 
kesempurnaan mutu. 
Menurut Sedarmayanti (2003:149) seperti yang dikutip oleh Gatot Subrata (2009:38), 
ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja atau prestasi kerja adalah faktor 
kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Faktor kemampuan di dapat dari 
pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) sedangkan motivasi terbentuk dari sikap 
(attitude) dalam menghadapi situasi kerja. 
 
3. Peningkatan Kinerja  
Upaya peningkatan kinerja karyawan merupakan salah satu faktor utama bagi Pegawai 
dalam mencapai tujuan Pegawai. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kinerja 
karyawan, diantaranya: gaji, lingkungan kerja, dan kesempatan berprestasi. Dengan gaji, 
lingkungan kerja, dan kesempatan berprestasi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan 
dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Pegawai. Kinerja 
menunjukkan kemampuan karyawan meningkatkan produktivitas kerjanya, dapat diartikan 
atau dirumuskan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). 
Hasibun (2003:126).  
Apabila produktivitas naik hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi 
(waktu, bahan, tenaga), dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan 
keterampilan tenaga kerja. 
Seperti telah dikutip di atas bahwa kinerja setiap orang dipengaruhi oleh tiga faktor, 
yaitu:  
a. Kompetensi individu, meliputi: Kemampuan dan keterampilan: kebugaran fisik dan 
kesehatan jiwa, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja dan motivasi dan etos 
kerja: bekerja sebagai tantangan dan memberi kepuasan,  
b. Dukungan organisasi, meliputi: Pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana 
kerja, pemilihan teknologi, kenyamanan lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat 
kerja,  
c. Dukungan manajemen, meliputi: Mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan dan 
potensi kerja, Mendorong pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan, Membuka 
kesempatan yang luas bagi pekerja untuk meningkatkan kemampuan, Membantu 
pekerja dalam kesulitan melaksanakan tugas, Membangun motivasi kerja, disiplin kerja 
dan etos kerja, yaitu: menciptakan variasi penugasan, membuka tantangan baru, 
memberikan penghargaan dan insentif, membangun komunikasi dua arah 
(Simanjuntak, 2005:10-16). 
 
4. Penilaian Kinerja 
Menurut Dessler (1997:72), mengatakan bahwa Penilaian Kinerja biasa di definisikan 
sebagai prosedur apa saja yang meliputi: Penetapan standart kinerja, Penilaian kinerja aktual 
karyawan dalam hubungan dengan standart-standart, dan Memberi umpan balik kepada 
karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kineja 
atau terus berkinerja lebih tinggi lagi. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa 
dimensi, yaitu kegunaan fungsional (functional utility), keabsahan (validity), empiris (empirical 
base), sensitivitas (sensitivity), pengembangan sistematis (systematic development), dan 
kelayakan hukum (legal appropriateness).  
Menurut Gomes (2003:135), “Suatu cara mengukur kontribusikontribusi dari individu-
individu anggota organisasi kepada organisasinya.” Jadi, penilaian kinerja ini diperlukan untuk 
menentukan tingkat kontribusi individu terhadap organisasi. Penilaian kinerja memberikan 
mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam kinerja sebelumnya dan untuk 
memotivasi perbaikan kinerja perbaikan kinerja individu pada waktu yang akan dating. 
Penilaian kinerja ini pada umumnya mencakup semua aspek dari pelaksanaan pekerjaan.  
Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu 
proses yang dilakukan oleh Pegawai untuk menilai kinerja pegawainya, dengan tujuan secara 
umum adalah untuk memberikan umpan balik (feedback) kepada pegawainya, dalam upaya 
memperbaiki kinerjanya dan meningkatakan produktivitas Pegawai, khususnya yang berkaitan 
dengan kebijaksanaan terhadap pegawai seperti untuk pengembangan pegawai, promosi, dan 
penyesuaian kompensasi. 
 
5. Manfaat dan Tujuan Penilaian Kinerja  
Manfaat dari penilaian kinerja: a) Penyusunan program pelatihan dan pengembangan 
karyawan, sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi pelatihan tambahan apa saja yang masih 
harus diberikan kepada karyawan untuk membantu agar mampu mencapai standar prestasi 
yang ditetapkan, b) Penyusunan program sukesi dan kaderisasi, sehingga dapat diidentifikasi 
siapa saja karyawan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan kariernya dengan 
dicalonkan untuk menduduki jabatan-jabatan yang tanggung jawabnya lebih besar dimasa 
depan, d) Pembinaan Karyawan, sehingga dapat menjadi sarana untuk meneliti hambatan 
karyawan untuk meningkatkan prestasinya. (Ruky, 2004:22)  
Keuntungan dari diadakannya penilaian kinerja ini tergantung dari sisi mana kita 
memandangnya, apakah itu dari sisi yang dinilai yakni karyawannya, sisi penilai yaitu jajaran 
manajer yang melakukan penilaian, atau dari sisi organisasi. Dilihat dari sisi karyawannya:  
a. karyawan bisa mendapatkan feedback dari kinerja mereka di masa lalu dengan 
akurat,  
b. dapat memberikan gambaran standart penilaian yang mereka harapkan,  
c. mendapatkan pengetahuan yang lebih baik mengenai kekuatan dan kelemahan dari 
dirinya sendiri,  
d. Dapat membuat perencanaan pengembangan diri sendiri untuk meningkatkan 
kinerjanya dan meminimalisir kelemahan yang mereka miliki. 
Dilihat dari sisi penilai :  
a. Adanya kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi trend penilaian kinerja 
karyawan, 
b. Dapat lebih memahami karyawannya,  
c. Dapat mengembangkan kinerja bawahannya,  
d. Mengidentifikasi peluang untuk merotasi atau merubah tugas karyawannya.  
Dilihat dari sisi organisasi :  
a. Meningkatkan komunikasi,  
b. Dapat memberikan motivasi pada karyawannya,  
c. Hubungan yang lebih harmonis,  
d. Dan dari semua itu, tujuan dari diadakannya penilaian kinerja ini adalah untuk 
meningkatkan kinerja organisasi (Anderson, 1993:18).  
Penilaian kinerja dalam industri jasa atau service dapat dilakukan oleh pihak ekternal 
yaitu dengan melibatkan konsumen sebagai pihak penilai kinerja. Perspektif pelanggan jasa, 
lebih dilihat sebagai pengalaman berupa transaksi inti dan pengalaman personal, yang 
porposinya berbeda-beda antar output jasa dan service encounters   (interaksi jasa, disebut pula 
moment of truth), serta berkontribusi secara berbeda terhadap pengalaman masing-masing 
individu pelanggan. (Tjiptono dan Chandra, 2004:9) Uraian tersebut diatas dapat diartikan 
bahwa kinerja karyawan Pegawai jasa pelayanan memegang peranan sangat penting untuk 
memberikan efek positif atau negatif pada Pegawai. Oleh sebab itu penilaian kinerja karyawan 
pada Pegawai jasa akan sangat baik dilakukan oleh konsumen berdasarkan kualitas pelayanan 
yang diberikan oleh karyawan Pegawai tersebut. Karena itu penilaian kinerja oleh pihak 
eksternal (pelanggan) harus dibarengi dengan memahami kualitas berdasarkan persepsi 
pelanggan, ekspektasi pelanggan, kepuasan pelanggan, sikap pelanggan, dan consumer delight. 
Dalam konteks pengukuran kualitas jasa, terdapat dua rerangka defisional utama:  
a. performances-based framework (menetapkan perceived performance, tanpa refernsi 
atau pembanding apapun, sebagai perceived quality.  
b. Standart-based framework (konseptualisasi perceived quality relatif atau 
komparatif, artinya kinerja dibandingkan dengan norma atau standar tertentu). 
(Tjiptono dan Chandra, 2004:109)  
Penilaian kinerja yang dilakukan oleh pihak penilai, bedasarkan atas kualitas pekerjaan 
yang berbeda-beda, seperti: kuantitas dan kualitas kerja, pengetahuan mengenai 
pekerjaanya,kemampuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. (Anderson, 2003:53). 
Adapun menurut Parasuraman yang dikutip dari (Tjiptono dan Chandra, 2004:149) mengatakan 
bahwa untuk mengukur kualitas pelayanan dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu: Realibilitas/ 
Kehandalan, yaitu :  
a. Kemampuan Pegawai untuk memberikan pelayanan jasa yang di janjikan dengan segera, 
akurat , tepat waktu dan memuaskan / dapat dipercaya serta dapat menyimpan catatan 
dan dokumen tanpa kesalahan,  
b. Daya tanggap, yaitu : Kesediaan Pegawai atau kemauan para pegawai untuk membantu 
dan merespon pelanggan dengan segera memberikan pelayanan jasa secara tepat dan 
tanggap serta ada kepastian waktu untuk penyampaian jasa ,  
c. Jaminan, yaitu: Karyawan Pegawai dapat menumbuhkan rasa percaya para pelanggan, 
dan membuat pelanggan merasa aman pada saat melakukan transaksi dengan 
memberikan pelayanan yang sopan serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan 
pelanggan dengan baik dan memuaskan,  
d. Empati, yaitu : Perhatian khusus yang diberikan Pegawai kepada setiap pelanggan untuk 
melakukan hubungan, komunikasi yang baik serta memahami kebutuhan pelanggan,  
e. Bukti fisik, yaitu : Meliputi tampilan fasilitas fisik, peralatan atau perlengkapan, 
karyawan dan peralatan komunikasi harus menarik, lengkap, bersih dan selalu 
terpelihara dengan baik. 
 
B. Pemerintahan Desa 
Menurut Eddi Handono (2005:132) dalam bukunya Membangun Tanggung Gugat 
Tentang Tata Pemerintahan Desa, desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, 
yaitu: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu 
yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen 
dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar 
masih sangat tergantung dengan alam, dan (2) desa sering diidentikkan dengan organisasi 
kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara 
politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara. 
Sukriono (2010:189)  mendefinisikan pemerintah desa adalah, kepala desa dan 
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Rumusan ini berbeda dengan 
UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menyebutkan, bahwa pemerintahan desa terdiri atas kepala 
desa dan LMD. LMD adalah semacam badan perwakilan desa. Tapi karena LMD dipimpin oleh 
kepala desa maka kedudukan, peran, fungsi, dan tugas pokoknya tidak jelas sebagai lembaga 
dengan fungsi legislatif atau eksekutif.. Kepala desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan 
BPD adalah lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi, BPD merupakan 
badan seperti DPRD kecil di desa 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. 
Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. 
Kewenangan desa meliputi: 
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 
2. Kewenangan lokal berskala Desa; 
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa 
desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, 
antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah 
kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. 
Dalam buku Prof. Drs. HAW. Widjaja  yang berjudul Otonomi Desa  (2003, hlm.21-22) 
Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh menguraikan hak,  wewenang, dan kewajiban 
pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya, sebagai berikut: 
1. Hak pemerintahan desa 
a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; dan 
b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan 
pemerintah daerah. 
2. Wewenang pemerintahan desa 
a. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting 
yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya; 
b. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk 
keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan 
ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; dan 
c. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. 
3. Kewajiban pemerintahan desa 
a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang 
bersangkutan; 
b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa; 
c. Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah; 
d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan warga 
desanya; dan 
e. Memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnyayang menjadi milik 
desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil. Penugasan dari pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 menyatakan dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan 11 asas berikut ini: 
1. Kepastian Hukum 
2. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan 





8. Efektivitas Dan Efisiensi 
9. Kearifan Lokal 
10. Keberagaman 
11. Partisipatif  
Struktur pemerintah desa: 
a. Kepala Desa 
Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa. Seorang kepala Desa 
haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya 
akan ditentukan dalam peraturan daerah tentang tata cara pemilihan Kepala Desa. Dalam 
pemilihan Kepala Desa, calon yang memiliki suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa 
terpilih. Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui 
keberadaannya, pemilihan Kepala Desa hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat 
setempat, yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan pedoman pada peraturan 
pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya 
untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Kepala Desa, bagi desa yang merupakan 
masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan 
hal ini diatur dengan peraturan daerah. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) disebutkan 
kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan 
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa 
wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, 
menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus tetap memberi 
peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan 
dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan 
pertanggungjawaban yang dimaksud. 
 
b. Badan Permusyawaratan Desa 
Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang 
berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan 
desa, anggaran pendapatan belanja desa dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga 
kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan 
masyarakat Desa.  
 
c. Sekretariat Desa  
Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan 
memimpin Sekretariat Desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada 
Kepala Desa. 
1) Kepala Dusun 
Kepala dusun merupakan orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah di bawah 
desa. Satu desa biasanya terdiri dan beberapa RT dan RW. 
 
2) Lembaga Kemasyarakatan Desa 
Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, 
pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, danlembaga pemberdayaan masyarakat 
atau yang disebut dengan nama  lain. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu 
pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. 
Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa 
dalam pembangunan. Pemerintah, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah 
terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan 
akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. 
 
3) Lembaga Adat Desa 
Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan 
masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut 
dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan 
masyarakatnya. Dalam eksistensinya masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum 
adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hokum adat tersebut serta berhak dan 
berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan 
kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. 
Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam 
memberdayakan masyarakat desa. 
Secara garis besar dapat dipahami bahwa, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala 
Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam 
melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri 
atas: 
a) Sekretariat Desa; 
b) Pelaksana kewilayahan; dan 
c) Pelaksana teknis. 
d) Sekretariat Desa 
Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat 
yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris 
Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan. Kepala Urusan mempunyai 
tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung 
jawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa 
dibantu paling banyak terdiri dari 3(tiga) bidang urusan. Secara umum, Kepala Urusan 
Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap 
sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu 
kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan 
secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan 
keuangan desa. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksan 
tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak 
terdiri atas 3 (tiga) seksi. Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai 
pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 
Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan Negara 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(selanjutnya disebut Undang-Undang Keuangan Negara). Keuangan negara dari sisi objek 
meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan 
dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, 
serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan mili 
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang 
memiliki/menguasai objek seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan 
negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. 
Sementara dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan 
yang berkaitan dengan pengelolaan objek dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan 
keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari tujuan, keuangan negara meliputi 
seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan /atau 
penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. 
Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan 




 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (Juliansyah Noor, 2012:121), 
yang mengkaji kinerja pemerintah desa Taraitak Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa, 
dalam menguangi dan mengatasi dampak dari pandemic Covid-19 di desa Taraitak. Kajian 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2012) 
tentang penilaian kinerja. Menurut Mangkunegara kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
melakukan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
beberapa tahapan, yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan 




Dari hasil penelitian terhadap kinerja pemerintah Desa Taraitak selama masa pandemi 
Covid-19 yang dilihat dari indicator kualitas, kuantitas, tanggung jawab, dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 
a. Kuantitas 
Kualitas adalah salah satu indikator kinerja dalam penelitian ini maka untuk mengetahui 
penerapan kinerja Pemerintah diukur dari kualitas. Kualitas adalah ketaatan dalam 
prosedur, disiplin, dedikasi. Tingkat dimana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati 
sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas, maupun 
memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. Kualitas kerja diukur dari 
persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas 
terhadap keterampilandan kemampuan pegawai. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lapangan sudah diketahui bahwa untuk 
mengukur kinerja Pemerintah dikatakan berkualitas atau tidak maka dapat dilihat dari 
seberapa besar evaluasi yang dilakukan oleh Pemerunrah desa, selama ini pegawai berusaha 
bekerja dengan penuh disiplin  dan berdasarkan job yang tertera sehingga sedapat mungkin 
pemerinrah desa bekerja memberikan layanan kepada masyarakat berdasarkan tugas 
sebagaimana untuk kepentingan masyarakat desa. 
Dalam mengukur Tugas Pemerintah desa dari segi kualitas maka dapat dilihat dari hasil 
pekerjaan pemerintah. Tentu akan terlihat dari apa yang pegawai kerjakan berdasarkan 
Penilaian Masyarakat, Kualitas kerja diukur dari persepsi masyarakat terhadap kualitas 
pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 
kemampuan perangkat desa. Kualitaspekerjaan Perangkat desa yang diukur dari persepsi 
masyarakat terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya sudah Pemerintah 
desa lakukan selama ini sebagai wujud menerapkan kinerja Pemerintah desa. Kemampuan 
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sudah diatas rata-rata. 
Hal ini dapat pegawai berikan data dari evaluasi setiap bulan dan tahun, maka disitu terlihat 
bagaimana kualitas Perangkat desa mengerjakan tugasnya dengan dengan keterampilan dan 
kemampuan yang dimiliki sehari-hari, tentu kalau ada yang mempertanyakan kualitas 
pekerjaan mereka sehari-hari maka dapat diketahui dari laporan Pemerintah desa. 
Sebagai salah satu indikator kinerja dalam penelitian ini maka untuk mengetahui penerapan 
kinerja pegawai diukur dari keandalan.Keandalan adalah kemampuan untuk melakukan 
pekerjaan yang disyaratkan dengan supervise minimum. Menurut Zeithaml & Berry (dalam 
Sudarmanto,2009) kehandalan  yakni mencakup konsistensi kinerja dan kehandalan dalam 
pelayanan akurat, benar dan tepat.  
 
b. Kuantitas 
Kuantitas Salah satu indikator kinerja dalam penelitian ini maka untuk mengetahui kinerja 
prangkat desa layanan diukur dari kuantitas. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan 
dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 
Kuantitas yang diukur dari persepsi Masyarakat terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan 
beserta hasilnya Biasanya prangkat desa melakukan pekerjaannya dengan nyata, maka 
dapat dilihat dan diukur dari penjabaran kegiatan (job deskripsi) yang diberikan kepada 
perangkat desa yang bersangkutan, dan disitu terlihat berapa item pekerjaan yang telah 
selesaikan setiap harinya.  
Untuk mengukur kinerja Pemerintah desa maka mungkin sama dengan yang lain bahwa 
kondisi pekerjaan perangkat desa sehari-hari dapat dilihat dari berapa banyak pemerintah 
mampu menyelesaikan dengan baik. 
 
c. Tanggung Jawab 
Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga 
kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. 
Dalam hasil penelitian bahwa tanggung jawab dari pemerintah desa sudah di bilang 
maksimal dengan adanya upaya-upaya dalam menjalankan arahan pemerintah untuk 
mencegah penularan covid 19 hal ini ditunjukan dengan informasi-informasi yang 
disalurkan kepada masyrakat untuk kepentingan msyarakat dengan adanya pengeras suara 
setiap sore dan via whatshap untuk membagikan informasi terkait perkembangan covid 19. 
Tapi masih banyaknya masyarakat yang melanggar protocol kesehatan dengan tidak 




Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data-data penelitian gunamengungkap 
dan menjawab pertanyaan penelitian tentang kinerja pemerintah selama masa pandemi Covid-
19 di Desa Taraitak  Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa) dengan menggunakan 
indikator/parameter, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa Taraitak 
Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa melalui indikator Kuantitas dan Kualitas pelayanan 
untuk pelayanan pada masa Pandemi Covid 19 di nilai belum maksimal dengan adanya kendala 
pelaksanaan pertemuan atau rapat antara perangkat desa dan masyarakat. Selain itu adanya 
faktor-faktor yang menghambat seperti sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya 
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